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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A.
Konsep Negara Hukum dan Asas Due process of law
1. 
Negara Hukum dalam Perspektif Konstitusi Indonesia
Konsep negara hukum merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi setiap tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh norma hukum yang berlaku. Julius Stahl menjelaskan bahwa unsur pokok negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan yang bebas. 
 Konsepsi tersebut menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum bekerja sebagai instrumen pengendali kekuasaan negara. 
Penguatan prinsip negara hukum dalam konteks Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menempatkan hukum sebagai norma tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Indonesia mengandung dimensi formil dan materil, yakni kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.
 Negara hukum tidak hanya menuntut adanya peraturan tertulis, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
Dimensi perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi hak individu. Bagir Manan menyatakan bahwa negara hukum yang demokratis mensyaratkan adanya keseimbangan antara kewenangan negara dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu, proses penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan.

Negara hukum juga menuntut adanya kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme prosedural. KUHAP sebagai hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen pembatasan kewenangan penyidik. Pasal 7 KUHAP mengatur kewenangan penyidik, namun pelaksanaannya harus sesuai prosedur dan tidak boleh melanggar hak tersangka. Yahya Harahap menegaskan bahwa hukum acara pidana bertujuan menjamin keadilan dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
 Dengan demikian, prosedur hukum merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum.
Relevansi konsep negara hukum dalam penelitian ini terletak pada pentingnya menguji kesesuaian praktik penyidikan dengan prinsip konstitusional tersebut. Penyidikan tindak pidana perkebunan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur delik, tetapi juga dari legalitas dan keadilan prosedural yang diterapkan. Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan secara proporsional. Implementasi prinsip tersebut menjadi indikator sejauh mana asas due process of law dijalankan dalam praktik penyidikan di Polres Langkat.
2. 
Konsep dan Perkembangan Asas Due process of law
Asas due process of law merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pentingnya prosedur yang adil dalam setiap proses hukum. Konsep ini berkembang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon dan berakar pada Magna Charta tahun 1215 yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya tanpa proses hukum yang sah. Dalam perkembangannya, asas ini menjadi jaminan konstitusional terhadap perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Black’s Law Dictionary mendefinisikan due process of law sebagai prosedur hukum yang adil dan wajar sesuai dengan prinsip keadilan.
 Konsep tersebut kemudian mempengaruhi sistem peradilan pidana modern, termasuk Indonesia.
Dalam sistem peradilan pidana, Herbert L. Packer memperkenalkan dua model utama, yaitu crime control model dan due process model. Crime control model menekankan efisiensi dan efektivitas dalam pemberantasan kejahatan, sedangkan due process model menitikberatkan pada perlindungan hak tersangka dan prosedur yang ketat.
 Perbedaan kedua model ini terletak pada keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Sistem hukum Indonesia pada prinsipnya berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, namun KUHAP secara filosofis lebih dekat pada due process model.
Implementasi asas due process of law dalam konteks Indonesia tercermin dalam ketentuan KUHAP yang memberikan jaminan hak tersangka sejak tahap penyidikan. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP memuat berbagai hak yang harus dihormati oleh penyidik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prosedur hukum bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang modern harus menjamin keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu.
 Prinsip ini menjadi dasar legitimasi tindakan penyidik.
Asas due process of law juga menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam tindak pidana di bidang perkebunan. Asas ini menuntut agar setiap proses penegakan hukum dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana perkebunan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan harus menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum, asas praduga tidak bersalah, serta pemeriksaan yang objektif dan tidak diskriminatif. Ketentuan mengenai tindak pidana perkebunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang memuat larangan dan sanksi terhadap perbuatan seperti penguasaan lahan tanpa izin, perusakan kebun, atau kegiatan usaha tanpa perizinan yang sah. Dengan demikian, penerapan asas due process of law memastikan bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana perkebunan tidak hanya berorientasi pada penegakan norma, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan prosedural. 

Relevansi asas due process of law dalam penelitian ini terletak pada pentingnya menguji apakah proses penyidikan tindak pidana perkebunan telah memenuhi standar keadilan prosedural. Penerapan asas ini menjadi parameter dalam menilai legalitas tindakan penangkapan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka. Tanpa penerapan prosedur yang adil, legitimasi penegakan hukum dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, pemahaman konseptual mengenai asas due process of law menjadi landasan teoritis dalam menganalisis praktik penyidikan di Polres Langkat.
3. 
Hak-Hak Tersangka sebagai Implementasi Due process of law
Hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana merupakan manifestasi konkret dari asas due process of law. KUHAP secara eksplisit mengatur berbagai hak yang melekat pada diri tersangka sejak tahap penyidikan. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu. Pasal 50 KUHAP menjamin hak tersangka untuk segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya diajukan ke penuntut umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dilakukan secara berlarut-larut tanpa kepastian.
Hak untuk memberikan keterangan secara bebas juga menjadi bagian penting dalam perlindungan tersangka. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Ketentuan tersebut mencegah praktik pemaksaan atau intimidasi dalam pemeriksaan. Andi Hamzah menegaskan bahwa pengakuan yang diperoleh melalui tekanan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dalam sistem peradilan pidana modern.
 Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural harus didahulukan dibandingkan sekadar pencapaian pengakuan.
Hak atas bantuan hukum merupakan elemen sentral dalam penerapan asas due process of law. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin akses bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Bambang Sunggono menjelaskan bahwa kehadiran penasihat hukum berfungsi sebagai kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
 Dengan demikian, hak atas bantuan hukum merupakan instrumen perlindungan yang bersifat preventif.
Relevansi hak-hak tersangka dalam penelitian ini berkaitan dengan pengujian sejauh mana hak tersebut diterapkan dalam penyidikan tindak pidana perkebunan. Pemeriksaan saksi dan tersangka, pemberitahuan hak atas bantuan hukum, serta prosedur penangkapan menjadi indikator penting dalam menilai implementasi asas due process of law. Apabila hak-hak tersebut tidak dilaksanakan secara efektif, maka legitimasi proses penyidikan dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan hak tersangka menjadi bagian esensial dalam kajian ini.
B.   
Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana
1. Pengertian dan Kedudukan Penyidikan
Penyidikan merupakan tahapan fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai pintu masuk proses penegakan hukum. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
 Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan memiliki dua tujuan utama, yakni pembuktian awal dan identifikasi pelaku. Proses ini menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diajukan ke persidangan. Tanpa penyidikan yang sah dan profesional, proses peradilan pidana tidak akan berjalan secara optimal.
Kedudukan penyidikan dalam sistem peradilan pidana bersifat strategis karena menentukan arah penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut pendekatan terpadu (integrated criminal justice system) yang menghubungkan penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tolib Effendi menjelaskan bahwa penyidikan menjadi fondasi sistem peradilan pidana karena kualitas pembuktian di tahap ini akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses hukum.
 Dengan demikian, profesionalisme penyidik menjadi syarat penting dalam menjamin keadilan.
Penyidikan tindak pidana perkebunan merupakan tahap krusial dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengungkap peristiwa pidana serta menemukan tersangka yang bertanggung jawab. Tindak pidana di bidang perkebunan umumnya berkaitan dengan perbuatan seperti penguasaan atau penggunaan lahan tanpa izin, perusakan tanaman perkebunan, pembukaan lahan secara ilegal, atau kegiatan usaha perkebunan tanpa perizinan yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, penyidik harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, termasuk unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku. Proses penyidikan tidak hanya berfokus pada aspek perbuatan, tetapi juga pada legalitas hak atas tanah, perizinan usaha, serta status kawasan yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan keterlibatan pelaku menjadi fokus utama dalam penyidikan tindak pidana perkebunan, dengan tetap menjunjung asas kepastian hukum dan keadilan.

Kewenangan penyidik diatur secara limitatif dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencakup tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka.
 Kewenangan tersebut merupakan bentuk delegasi kekuasaan negara dalam rangka menegakkan hukum. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prosedur hukum dan hak asasi manusia. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa kewenangan penyidikan harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan proporsionalitas.
 Pelanggaran terhadap batas kewenangan dapat berimplikasi pada tidak sahnya tindakan hukum tersebut.
Penyidikan juga memiliki dimensi pencarian kebenaran materiil. Proses ini tidak boleh berorientasi semata-mata pada pembuktian kesalahan tersangka, melainkan harus mencari fakta yang objektif dan menyeluruh. Sudarto menegaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil dengan cara yang tidak melanggar hak asasi manusia.
 Prinsip ini menunjukkan bahwa penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi keadilan prosedural.
Relevansi kedudukan penyidikan dalam penelitian ini terletak pada pentingnya menilai kesesuaian praktik penyidikan dengan prinsip negara hukum dan asas due process of law. Penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat harus dilihat tidak hanya dari aspek pembuktian unsur delik, tetapi juga dari segi legalitas tindakan dan perlindungan hak tersangka. Evaluasi terhadap kewenangan dan pelaksanaannya menjadi indikator dalam menilai kualitas penerapan keadilan prosedural.
2. Kewenangan Penyidik dan Batasannya
Kewenangan penyidik merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh negara dalam rangka menegakkan hukum pidana. Kewenangan tersebut meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum.
 Pemberian kewenangan ini bersifat limitatif dan harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidik bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap tindakan penyidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Penangkapan sebagai salah satu kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup.
 Ketentuan ini bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada fakta objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa standar bukti permulaan menjadi parameter penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.
 Oleh karena itu, tindakan penangkapan yang tidak memenuhi syarat dapat dianggap tidak sah.
Penahanan juga merupakan kewenangan yang berdampak langsung terhadap kebebasan seseorang. Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
 Ketentuan ini menunjukkan bahwa penahanan harus didasarkan pada alasan objektif, bukan sekadar dugaan subjektif penyidik. Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa penahanan yang tidak memenuhi syarat merupakan pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia.
 Dengan demikian, pembatasan kebebasan harus dilakukan secara proporsional dan terukur.
Selain penangkapan dan penahanan, kewenangan penyitaan dan penggeledahan juga harus memenuhi prosedur hukum. Pasal 33 dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penggeledahan dan penyitaan harus didasarkan pada izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan mendesak.⁶ Ketentuan ini merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik. Prosedur tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengumpulan alat bukti. Tanpa izin yang sah, tindakan penggeledahan dan penyitaan dapat dinyatakan batal demi hukum.
Relevansi pembahasan kewenangan dan batasannya dalam penelitian ini terletak pada pentingnya menguji apakah penyidikan tindak pidana perkebunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Tindakan penangkapan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan prosedur yang sah. Apabila kewenangan tersebut dilaksanakan tanpa memperhatikan batasan hukum, maka asas due process of law tidak terpenuhi. Oleh karena itu, analisis terhadap kewenangan penyidik menjadi bagian penting dalam mengukur kualitas penerapan prinsip keadilan prosedural.
3. Dasar Hukum Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana karena pada tahap inilah aparat penegak hukum mulai mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, penyidikan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, dan batas tindakan penyidik. Oleh karena itu, dasar hukum penyidikan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Secara normatif, dasar utama penyidikan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP memberikan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan memiliki dua tujuan utama, yaitu membuat terang peristiwa pidana dan menemukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dasar hukum penyidikan juga berkaitan erat dengan kedudukan penyidik sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam perkara pidana, penyidik tidak hanya bertindak sebagai pencari informasi, tetapi sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum tertentu, termasuk pemeriksaan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan apabila memenuhi syarat. Karena kewenangan tersebut bersifat memaksa, maka penggunaannya harus dibatasi oleh prosedur hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Selain KUHAP, dasar hukum penyidikan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kepolisian yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi penegakan hukum tersebut menjadi dasar institusional bagi penyidik Polri dalam menangani perkara pidana.

Dalam praktik penyidikan, kepolisian juga berpedoman pada ketentuan internal yang mengatur manajemen penyidikan tindak pidana. Pedoman tersebut penting untuk memastikan agar proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peraturan tentang penyidikan tindak pidana di lingkungan kepolisian menegaskan bahwa penyidik wajib melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap tindakan dalam penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.

Dalam perkara tindak pidana perkebunan, dasar hukum penyidikan tidak hanya bersumber dari hukum acara pidana, tetapi juga dari hukum pidana khusus yang mengatur substansi perbuatan pidananya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjadi dasar materiil untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkebunan. Dengan demikian, penyidik harus memadukan dasar hukum acara pidana dengan ketentuan pidana khusus di bidang perkebunan agar konstruksi perkara menjadi tepat.

Tahapan penyidikan merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh penyidik setelah adanya dugaan tindak pidana. Tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, penerbitan surat perintah penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pengumpulan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Setiap tahapan memiliki fungsi hukum masing-masing dan harus dilaksanakan sesuai prosedur agar hasil penyidikan memiliki kekuatan pembuktian.

Tahap awal penyidikan biasanya dimulai dari adanya laporan polisi atau temuan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menilai apakah peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur pidana. Pada tahap ini, penyidik perlu melakukan klarifikasi awal terhadap pelapor, saksi, atau pihak terkait untuk memastikan bahwa perkara tersebut layak dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam perkara tindak pidana perkebunan, laporan biasanya berasal dari pihak perusahaan perkebunan atau petugas keamanan yang menemukan adanya dugaan pengambilan hasil perkebunan tanpa izin.

Setelah terdapat dugaan tindak pidana, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa pidana. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk mengetahui waktu, tempat, pelaku, objek yang diambil, cara perbuatan dilakukan, serta pihak yang dirugikan. Keterangan saksi menjadi penting karena dapat memberikan dasar faktual bagi penyidik dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Namun demikian, keterangan saksi tetap harus diuji dengan alat bukti lain agar penyidikan tidak hanya bertumpu pada satu versi peristiwa.

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan tersangka apabila penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup. Pemeriksaan tersangka harus dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya, termasuk hak untuk mengetahui sangkaan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak untuk tidak dipaksa mengaku, serta hak untuk didampingi penasihat hukum sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam prinsip due process of law, tersangka tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak-hak prosedural.

Selain pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik juga melakukan pengumpulan dan pengamanan barang bukti. Barang bukti memiliki kedudukan penting karena dapat menghubungkan antara peristiwa pidana, pelaku, dan akibat yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana perkebunan, barang bukti dapat berupa hasil perkebunan, alat yang digunakan untuk mengambil hasil perkebunan, dokumen legalitas lahan, atau dokumen perusahaan yang menunjukkan kepemilikan atau penguasaan hasil perkebunan. Pengelolaan barang bukti harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan persoalan dalam pembuktian.

Tahapan penyidikan juga meliputi penyusunan berita acara pemeriksaan dan administrasi perkara. BAP merupakan dokumen resmi yang memuat keterangan saksi atau tersangka berdasarkan pertanyaan penyidik dan jawaban pihak yang diperiksa. Oleh karena itu, BAP harus dibuat secara cermat, dibacakan kembali kepada pihak yang diperiksa, dan ditandatangani setelah isinya dibenarkan. Kecermatan dalam penyusunan BAP sangat penting karena dokumen tersebut menjadi bagian dari berkas perkara yang akan diteliti oleh penuntut umum.

Pada akhir tahapan penyidikan, penyidik menyusun berkas perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian. Apabila penuntut umum menilai berkas belum lengkap, berkas dapat dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi. Sebaliknya, apabila berkas telah lengkap, perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian, tahapan penyidikan bukan hanya proses internal kepolisian, tetapi juga menjadi dasar bagi kelanjutan proses peradilan pidana secara keseluruhan.

4. Alat Bukti dan Standar Penetapan Tersangka
Alat bukti merupakan elemen fundamental dalam proses penyidikan karena menjadi dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
 Ketentuan ini menjadi pedoman bagi penyidik dalam mengumpulkan dan menilai bukti. Keabsahan alat bukti tidak hanya bergantung pada jenisnya, tetapi juga pada cara perolehannya yang harus sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, legalitas pengumpulan alat bukti menjadi bagian dari penerapan asas due process of law.
Penilaian terhadap alat bukti dalam tahap penyidikan bersifat prima facie, yaitu pembuktian awal untuk memastikan adanya dugaan kuat terjadinya tindak pidana. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik tidak dituntut untuk membuktikan kesalahan secara final, melainkan memastikan bahwa perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.
 Kendati demikian, penyidik tetap harus menjaga objektivitas dan tidak boleh mendasarkan penetapan tersangka hanya pada pengakuan semata. Prinsip kehati-hatian menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses hukum.
Keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti utama dalam tahap penyidikan. Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.⁵ Walaupun demikian, dalam tahap penyidikan, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tetap menjadi dasar awal pembentukan konstruksi perkara. R. Soesilo menegaskan bahwa keterangan saksi harus dinilai secara cermat dan tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain.
 Hal ini penting untuk menjaga akurasi dan objektivitas dalam penetapan tersangka.
5. Hubungan Penyidikan dengan Penuntutan
Hubungan penyidikan dengan penuntutan merupakan hubungan fungsional dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan berada pada tahap pencarian dan pengumpulan bukti, sedangkan penuntutan berada pada tahap penilaian apakah perkara tersebut layak diajukan ke pengadilan. Meskipun dilakukan oleh institusi yang berbeda, keduanya saling berkaitan karena kualitas penuntutan sangat bergantung pada kelengkapan dan ketepatan hasil penyidikan. Apabila penyidikan tidak dilakukan secara cermat, maka penuntutan akan menghadapi hambatan dalam membuktikan perkara di persidangan.

Dalam hubungan tersebut, penyidik bertugas membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka, sedangkan penuntut umum bertugas meneliti kelengkapan berkas perkara. Penuntut umum tidak hanya memeriksa kelengkapan formal, tetapi juga menilai kelengkapan materiil, yaitu apakah alat bukti yang dikumpulkan penyidik sudah cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik sejak awal harus membangun konstruksi perkara secara sistematis agar berkas perkara dapat memenuhi standar pembuktian.

Hubungan penyidikan dan penuntutan terlihat dalam mekanisme pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum. Melalui mekanisme tersebut, penuntut umum mengetahui bahwa penyidik telah memulai proses penyidikan terhadap suatu perkara. Pemberitahuan ini penting karena sejak awal penuntut umum dapat memantau perkembangan perkara dan kemudian menilai apakah hasil penyidikan telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Apabila berkas perkara yang dikirim penyidik belum lengkap, penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam praktik, pengembalian berkas sering dikenal dengan istilah P-19, sedangkan berkas yang dinyatakan lengkap dikenal dengan istilah P-21. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hubungan penyidikan dan penuntutan bersifat koordinatif sekaligus korektif, karena penuntut umum dapat memberikan arahan agar penyidikan dilengkapi sesuai kebutuhan pembuktian.

Dalam perkara tindak pidana perkebunan, hubungan penyidikan dan penuntutan menjadi penting karena unsur-unsur tindak pidana khusus harus dibuktikan secara tepat. Penuntut umum dapat meminta penyidik melengkapi bukti mengenai status lahan perkebunan, asal-usul hasil perkebunan, pihak yang memiliki hak atas hasil tersebut, serta ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang. Apabila unsur tersebut tidak dibuktikan secara memadai, dakwaan dalam perkara tindak pidana perkebunan dapat menjadi lemah.

Hubungan antara penyidikan dan penuntutan juga berkaitan dengan perlindungan hak tersangka. Penuntut umum memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diterima tidak mengandung cacat prosedural yang dapat melemahkan pembuktian di persidangan. Apabila pemeriksaan tersangka dilakukan dengan tekanan, tanpa pemberitahuan hak, atau tanpa prosedur yang sah, maka hasil penyidikan dapat dipersoalkan. Oleh karena itu, penerapan due process of law pada tahap penyidikan berpengaruh langsung terhadap kualitas penuntutan.

C. 
Tindak Pidana Perkebunan dalam Perspektif Hukum Pidana
1. Pengaturan Tindak Pidana Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Tindak pidana perkebunan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang di bidang perkebunan dan diancam dengan sanksi pidana. Sebagai tindak pidana khusus, tindak pidana perkebunan tidak hanya dilihat dari perbuatan mengambil atau merusak suatu barang, tetapi juga harus dipahami dalam konteks perlindungan terhadap kegiatan usaha perkebunan, hasil perkebunan, lahan perkebunan, serta ketertiban pengelolaan sumber daya perkebunan. Oleh karena itu, tindak pidana perkebunan memiliki hubungan erat dengan hukum pidana, hukum agraria, dan hukum administrasi perizinan.

Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konteks perkebunan, perbuatan pidana tersebut diarahkan pada tindakan yang mengganggu atau merugikan penyelenggaraan usaha perkebunan. Dengan demikian, tindak pidana perkebunan dapat dipahami sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum dalam bidang perkebunan, baik berupa penguasaan lahan, perlindungan tanaman, maupun perlindungan terhadap hasil perkebunan.

Pengertian tindak pidana perkebunan harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan perkebunan mulai dari perencanaan, penggunaan lahan, budidaya tanaman, usaha perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan, hingga pembinaan dan pengawasan. Dengan luasnya ruang lingkup tersebut, tindak pidana perkebunan tidak hanya berkaitan dengan hasil panen, tetapi juga dengan penggunaan lahan, perizinan, dan kegiatan usaha perkebunan secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana perkebunan memiliki unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, objek, akibat, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat begitu saja dipidana hanya karena berada di areal perkebunan, melainkan harus dibuktikan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana perkebunan juga dapat disebut sebagai bagian dari hukum pidana khusus karena pengaturannya berada di luar KUHP dan memiliki karakteristik tertentu sesuai bidang yang diatur. Kekhususan tersebut tampak dari objek perlindungannya, yaitu kegiatan perkebunan dan hasil perkebunan. Dalam perkara pengambilan hasil perkebunan, misalnya, penyidik harus membuktikan bahwa barang yang diambil merupakan hasil perkebunan dan bahwa pengambilan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Tindak pidana di bidang perkebunan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan melindungi sektor ekonomi strategis nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur berbagai larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang merugikan usaha perkebunan. Pengaturan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas produksi dan distribusi hasil perkebunan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan ekonomi negara. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana perkebunan memiliki dimensi perlindungan ekonomi dan sosial sekaligus.
Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 107 ayat (1) huruf d yang melarang setiap orang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.
 Unsur “secara tidak sah” mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau izin dari pemegang hak atas usaha perkebunan. Ketentuan ini harus dibaca bersama dengan Pasal 1 angka 15 yang mendefinisikan “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau korporasi.
 Dengan demikian, subjek hukum dalam tindak pidana perkebunan mencakup individu maupun badan hukum.
Pengaturan ini juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan terhadap hak atas kepemilikan dan pengelolaan hasil perkebunan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa hasil perkebunan mencakup semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya.
 Definisi ini memberikan kepastian hukum mengenai objek tindak pidana. Dalam praktiknya, unsur hasil perkebunan harus dibuktikan secara konkret melalui barang bukti yang sah. Pembuktian tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara pada tahap penyidikan.
Kebijakan pemidanaan dalam undang-undang perkebunan mencerminkan pendekatan perlindungan terhadap kepentingan usaha yang sah. Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa kriminalisasi dalam bidang ekonomi bertujuan menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban sosial.
 Pemidanaan terhadap perbuatan memanen atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih luas. Dengan demikian, pengaturan pidana dalam undang-undang ini memiliki fungsi preventif sekaligus represif.
Relevansi pengaturan tindak pidana perkebunan dalam penelitian ini terletak pada pentingnya memahami unsur-unsur delik yang menjadi dasar penyidikan. Penyidik harus memastikan bahwa setiap unsur yang diatur dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d terpenuhi sebelum menetapkan tersangka. Ketepatan dalam memahami norma materiil akan mempengaruhi kualitas proses penyidikan. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan tindak pidana perkebunan menjadi dasar dalam menguji penerapan asas due process of law pada tahap penyidikan.
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan
Bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat ditemukan dalam ketentuan pidana yang diatur oleh Undang-Undang Perkebunan. Secara umum, bentuk tindak pidana perkebunan meliputi perbuatan yang mengganggu penggunaan lahan perkebunan, merusak tanaman perkebunan, mengambil hasil perkebunan tanpa hak, mengedarkan hasil perkebunan yang diperoleh secara tidak sah, serta perbuatan lain yang merugikan penyelenggaraan usaha perkebunan. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan untuk melindungi sektor perkebunan dari berbagai perbuatan yang merugikan.

Salah satu bentuk tindak pidana perkebunan adalah mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah. Perbuatan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap lahan perkebunan sebagai basis utama kegiatan usaha perkebunan. Dalam praktik, bentuk tindak pidana ini sering berkaitan dengan sengketa penguasaan lahan, batas wilayah perkebunan, atau penggunaan lahan tanpa izin dari pemegang hak yang sah.

Bentuk tindak pidana perkebunan berikutnya adalah memanen, memungut, atau mengambil hasil perkebunan tanpa hak. Bentuk ini sangat relevan dengan perkara pengambilan tandan buah sawit di areal perkebunan. Perbuatan tersebut tidak hanya dilihat sebagai pengambilan benda, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu hasil produksi perkebunan. Dalam pembuktiannya, penyidik harus memastikan bahwa hasil yang diambil benar merupakan hasil perkebunan milik atau dalam penguasaan pihak tertentu.

Bentuk lain adalah menadah atau memperdagangkan hasil perkebunan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini menunjukkan bahwa tindak pidana perkebunan tidak selalu berhenti pada pelaku yang mengambil hasil perkebunan, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang menerima, membeli, menyimpan, atau menjual hasil perkebunan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum perkebunan dapat menyasar rantai perbuatan yang lebih luas.

Selain itu, tindak pidana perkebunan juga dapat berupa perusakan tanaman, sarana, atau prasarana usaha perkebunan. Perbuatan ini dapat mengakibatkan terganggunya produktivitas perkebunan dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Dalam hukum pidana, perusakan tersebut harus dibuktikan melalui adanya perbuatan merusak, objek yang dirusak, akibat kerusakan, serta hubungan antara perbuatan pelaku dan kerugian yang timbul.

Bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan juga dapat berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan. Dalam hal ini, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perkebunan tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan hukum dapat dikenai sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkebunan tidak hanya mengatur masyarakat atau pihak luar yang mengambil hasil perkebunan, tetapi juga mengatur kewajiban pelaku usaha perkebunan agar kegiatan usahanya berjalan sesuai hukum.

3. Karakteristik Tindak Pidana Perkebunan

Karakteristik tindak pidana perkebunan dapat dilihat dari sifatnya sebagai tindak pidana khusus yang berkaitan dengan sektor perkebunan. Berbeda dengan tindak pidana umum, tindak pidana perkebunan memiliki objek perlindungan yang lebih spesifik, yaitu lahan perkebunan, tanaman perkebunan, hasil perkebunan, kegiatan usaha perkebunan, serta kepentingan hukum pelaku usaha dan masyarakat. Kekhususan tersebut menyebabkan penegakan hukumnya harus memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perkebunan.

Karakteristik pertama tindak pidana perkebunan adalah adanya hubungan dengan lahan atau areal perkebunan. Banyak perkara perkebunan tidak dapat dilepaskan dari persoalan status tanah, Hak Guna Usaha, batas areal perkebunan, atau penguasaan lahan oleh perusahaan perkebunan. Oleh sebab itu, dalam penyidikan tindak pidana perkebunan, status lokasi kejadian menjadi aspek penting yang harus dibuktikan. Tanpa kejelasan lokasi dan status lahan, konstruksi pidana perkebunan dapat menjadi lemah.

Karakteristik kedua adalah adanya objek berupa tanaman atau hasil perkebunan. Dalam perkara pengambilan buah sawit, objek pidananya bukan sekadar benda bergerak biasa, melainkan hasil perkebunan yang melekat pada kegiatan usaha perkebunan. Oleh karena itu, penyidik perlu membuktikan bahwa buah yang diambil merupakan bagian dari hasil usaha perkebunan tertentu. Pembuktian ini biasanya dilakukan melalui keterangan saksi, barang bukti, dokumen perusahaan, dan keterangan pihak yang bertanggung jawab atas areal perkebunan.

Karakteristik ketiga adalah adanya unsur tanpa hak atau tanpa izin. Dalam tindak pidana perkebunan, perbuatan mengambil atau memungut hasil perkebunan baru dapat dipersoalkan secara pidana apabila dilakukan tanpa kewenangan yang sah. Artinya, seseorang yang bekerja sebagai pemanen resmi atau memperoleh izin dari pihak perkebunan tidak dapat disamakan dengan pihak yang mengambil hasil perkebunan secara tidak sah. Oleh karena itu, pembuktian unsur izin menjadi bagian penting dalam penyidikan.

Karakteristik keempat adalah adanya relasi antara kepentingan ekonomi dan penegakan hukum pidana. Perkebunan merupakan sektor ekonomi yang memiliki nilai produksi tinggi, sehingga hasil perkebunan sering menjadi objek tindak pidana. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana perkebunan tidak boleh hanya berorientasi pada perlindungan aset perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, hak tersangka, dan kondisi sosial masyarakat sekitar perkebunan.

Karakteristik kelima adalah potensi munculnya konflik sosial antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar. Dalam beberapa perkara, pengambilan hasil perkebunan dapat terjadi di wilayah yang masyarakatnya memiliki hubungan historis atau sosial dengan lahan perkebunan. Kondisi ini menuntut penyidik untuk berhati-hati dalam membedakan antara tindak pidana murni dengan perkara yang memiliki latar belakang konflik agraria atau ketidaktahuan masyarakat mengenai batas areal perkebunan.

4. Unsur-Unsur Delik dan Pertanggungjawaban Pidana
Pembahasan mengenai unsur-unsur delik menjadi penting dalam memahami konstruksi tindak pidana perkebunan. Setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, serta keadaan yang menyertainya, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku. Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 Dengan demikian, analisis terhadap unsur delik menjadi dasar utama dalam proses penyidikan.
Unsur objektif dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mencakup perbuatan “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah”.
 Unsur ini mensyaratkan adanya tindakan konkret berupa pengambilan hasil perkebunan tanpa hak. Perbuatan tersebut harus dibuktikan melalui fakta dan alat bukti yang sah. Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa unsur objektif harus dibuktikan secara nyata melalui tindakan yang dapat diidentifikasi secara hukum.
 Oleh karena itu, pembuktian terhadap tindakan memanen atau memungut menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara.
Unsur subjektif dalam tindak pidana umumnya berkaitan dengan kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Dalam konteks tindak pidana perkebunan, unsur kesengajaan dapat dilihat dari adanya kehendak dan pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya dilakukan tanpa hak. Satochid Kartanegara menegaskan bahwa kesengajaan mencakup kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
 Apabila unsur kesengajaan tidak terbukti, maka pertanggungjawaban pidana menjadi sulit untuk dibuktikan.
Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila karena gangguan jiwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan, tetapi juga kondisi subjektif pelaku. Konsep ini dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), yang menjadi prinsip universal dalam hukum pidana modern.
Relevansi unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa penyidik telah membangun konstruksi perkara secara lengkap dan sesuai norma materiil. Penyidikan tindak pidana perkebunan harus memuat pembuktian unsur objektif dan subjektif secara seimbang. Kegagalan membuktikan salah satu unsur dapat mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur delik menjadi bagian integral dalam menguji penerapan asas due process of law pada tahap penyidikan.
5.
Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana pada Tahap Penyidikan
Penerapan asas due process of law dalam penyidikan perkara perkebunan menuntut agar setiap tindakan penyidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Prinsip ini mengharuskan adanya kepastian prosedural dalam penangkapan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.
 Ketentuan tersebut mengandung kewajiban bagi penyidik untuk bekerja secara profesional dan objektif. Tanpa kepatuhan terhadap prosedur, legitimasi proses penyidikan dapat dipertanyakan.
Asas due process of law juga menuntut agar hak-hak tersangka dihormati selama proses penyidikan berlangsung. Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
 Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu.
 Oleh karena itu, pemberitahuan dan pemenuhan hak atas penasihat hukum menjadi indikator utama penerapan due process.
Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana perkebunan harus memenuhi standar bukti permulaan yang cukup. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup.
 Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan perlunya minimal dua alat bukti yang sah dalam menetapkan tersangka.
 Standar tersebut bertujuan mencegah kriminalisasi tanpa dasar pembuktian yang memadai. Dengan demikian, penerapan asas due process of law erat kaitannya dengan kualitas pembuktian dalam tahap penyidikan.
Pemeriksaan saksi dan tersangka dalam perkara perkebunan juga harus dilakukan tanpa tekanan dan intimidasi. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas.
 Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pengakuan yang diperoleh melalui paksaan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah. Munir Fuady menjelaskan bahwa integritas proses pemeriksaan menentukan validitas alat bukti dalam sistem peradilan pidana.
 Oleh karena itu, metode pemeriksaan menjadi aspek penting dalam menilai penerapan asas due process of law.
Relevansi penerapan asas due process of law dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap praktik penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat. Proses penangkapan, penyitaan hasil perkebunan, pemeriksaan saksi, serta penetapan tersangka harus diuji berdasarkan parameter legalitas dan keadilan prosedural. Apabila prosedur tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka prinsip negara hukum telah ditegakkan. Sebaliknya, pelanggaran prosedur dapat berdampak pada tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan penyidik.
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